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ABSTRAK 

 

Nama: Ahmad Husen, Nim: 131200283, judul skripsi: Pelaksanaan Kewenangan 

Dewan Perwakilan Daerah Dalam  Pengajuan Rancangan Undang-Undang 

Perspektif Fiqh Siyasah, 

 DPD adalah bagian dari lembaga legislatif sama dengan DPR namun 

kewenangan DPD bersifat terbatas hanya mengajukan RUU. dalam konsep Islam 

anggota badan legislatif terdiri dari ahlul halli wal aqdi yang meliputi unsur 

perwakilan daerah dan anggota DPR. Permasalahan tugas dan fungsi DPD dan DPR 

dalam konstitusi Indonesia tidak pernah terjadi pada pemerintahan Islam tetapi secara 

subtansif tidak bertentangan dengan konsep Islam. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini  :1).Bagaimana  Pelaksanaan 

kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan undang – undang 

tentang otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah dalam perspektif fiqh siyasah. 

2).Bagaimana Pelaksanaan kewenangan dewan perwakilan daerah dalam pengajuan 

rancangan undang – undang tentang pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah dalam perspektif fiqh siyasah. 3).Bagaimana Pelaksanaan 

kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan undang – undang 

tentang pengolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, yang 

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam perspektif fiqh 

siyasah. Sedangkan Tujuan penelitian ini adalah 1).Untuk mengatahui pelaksanaan 

kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan undang – undang 

tentang otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah dalam perspektif fiqh siyasah. 

2).Untuk mengatahui pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam 

pengajuan rancangan undang – undang tentang pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah dalam perspektif fiqh siyasah. 3).Untuk mengatahui 

pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan 

undang – undang tentang pengolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam 

perspektif fiqh siyasah.  

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (Library Research), adapun 

untuk pengumpulan data penulis menggunakan data primer dan sekunder dari buku-

buku yang berkaitan dengan objek pembahasan. sedangkan teknik pengolahan data 

penulis menggunakan pendekatan berpikir induktif yaitu pengolahan data dari yang 

bersifat khusus dan ditarik kepada yang bersifat umum.                       

Kesimpulan yang dapat ditarik, Pelaksanaan kewenangan DPD mengajukan 

rancangan undang-undang ke DPR baik Rancangan undang-undang tentang otonomi 

daerah dan hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah oleh karena itu DPD di sebut 

dengan kamar pertama dan DPR kamar kedua yang dinamakan dengan sistem 

bicameral Sedangkan konsep Islam tidak ada pemisahan kewenangan karena DPD 

dan DPR mempunyai hak yang sama untuk membuat undang-undang (al-sulthah al-

tasri‟iyah).  
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Nomor : Nota Dinas    Kepada Yth 

Lamp  : 1 (Satu) Eksemplar   Dekan Fakultas Syariah 

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah IAIN “SMH” Banten 

   a.n. Ahmad Husen   di- 

   NIM : 131200283    Serang 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan 

mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini 

saudara Ahmad Husen, Nim: 131200283, judul skripsi: Pelaksanaan 

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam  Pengajuan Rancangan 

Undang-Undang Perspektif Fiqh Siyasah, diajukan sebagai salah satu 

syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan 

Hukum Tata Negara IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” banten. Maka kami 

ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan. 

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Serang, 25 April  2017 
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MOTTO 

 

                      

                        

                

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.”  

(QS.An-Nisa (4):59) 
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